SALINAN

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa

Timur tanggal 31 Oktober 2022 Nomor
903/6849.24/101.1/2022 Perihal Pagu Anggaran Definitif
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota
Pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran
2022, maka Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan alokasi
anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus yang
dimaksud;

. bahwa sehubungan terdapat kekurangan penganggaran

belanja gaji pada beberapa perangkat daerah yang
merupakan keperluan mendesak untuk segera direalisasikan,
perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan pergeseran
antar objek dalam jenis yang sama yaitu pada jenis belanja
pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9
dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-



2

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor
13);
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2022 Nomor 9);

22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022
Nomor 73) yang telah beberapa kali diubah dengan :
a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 84 Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 85);
b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 88 Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 89);
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.
1.957.945.568.218,00, (satu triliun sembilan ratus lima
puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta lima
ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan belas
rupiah) bertambah sebesar Rp 743.100.000,00, (tujuh ratus
empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp.1.958.688.668.218,00, (satu triliun sembilan ratus lima
puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta
enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan belas
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp 1.676.021.615.874,00
b. Bertambah Rp 743.100.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah Rp 1.676.764.715.874,00
setelah perubahan
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp 1.957.945.568.218,00
b. Bertambah Rp 743.100.000,00
Jumlah  Belanja Daerah Rp 1.958.688.668.218,00
setelah perubahan



Total Defisit
Pembiayaan Daerah

a.

Penerimaan Pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah /Berkurang

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan setelah
perubahan

Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula

2) Bertambah /Berkurang
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan setelah
perubahan

Jumlah Pembiayaan
Netto setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan
anggaran setelah perubahan

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

(281.923.952.344,00)

374.246.952.344,00
0,00
374.246.952.344,00

92.323.000.000,00
0,00
92.323.000.000,00
281.923.952.344,00

0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 72

Tahun 2022

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
dalam Lampiran dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini.

diubah

sebagaimana tersebut

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 6 Desember 2022

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 6 Desember 2022

S
SEKRETARIS DAERAH /%?/

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

KABUPATEN SITUBONDO, "f’(Z,E/ '
w

ttd.

WAWAN SETIAWAN

sesuai dengan Aslinya,
AGIAN HUKUM

AN / T ql9831221 200604 2 009

@mblna (IV/a)

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 91



